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ABSTRAK 

 

Achmed Agil Siraj Nim : 1900874201276 “Penyelesaian kasus perzinahan 

melalui jalur non penal dan dampak bagi masyarakat di desa Ladang panjang 

kecamatan Sungai gelam kabupaten Muaro Jambi” 

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : (1) mengetahui proses prnyelesaian kasus 

perzinahan melalui jalur non penal di Desa Ladang Panjang kecamatan Sungai gelam, (2) 

Mengetahui dampak bagi masyarakat dalam penyelesaian kasus perzinahan melalui jalur non 

penal di Desa Ladang Panjang kecamatan Sungai Gelam kabupaten Muaro 

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa :(1)Tidak ada proses hukum dalam penyelesaian 

kasus perzinahan ini; pelaku meminta maaf kepada warga Desa Ladang Panjang, Kecamatan 

Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan Sungai Gelam, serta kepada pihak-pihak yang 

merasa dirugikan. Pelaku mentaati aturan adat dengan membayar denda dan juga melakukan 

acara pencucian kampung. (2)Masyarakat telah sepakat melakukan penyelesaian diluar 

pengadilan dan sangat mengedepankan kekeluargaan melalui musyawarah dan 

mufakat.Masyarakat inilah yang enggan menyelesaikan perkara ini melalui sistem 

hukum,sehingga memilih upaya damai kekeluargaan 

 

 

 

Kata Kunci : 

 
Penyelesaian- Perzinahan–Jalun Non Penal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LatarBelakang 

Sesuai dengan konstitusi Indonesia, segala tindakan pemerintah 

danrakyatharusdibenarkanolehhukumdanharusberfungsiuntukmenegakkant

ujuannegarahukum,yaitumelindungihakasasiwarganegara.Karenastrukturk

etatanegaraannya,NegaraKesatuanRepublikIndonesia adalah negara 

hukum; semua entitas dan instrumen negara harustunduk pada hukum yang 

sama. Ada hubungan timbal balik antara hukumdan kekuasaan, dan negara 

hukum menjamin adanya tatanan hukum dalammasyarakat.1 

Kejahatanadalahpenyimpangansosialdariaturanhukum.Tidakadamas

yarakatyangkebaldarikejahatan;kegiatankriminal,ataukejahatan, adalah 

jenis "perilaku menyimpang" yang konstan dan melekatdalam semua bentuk 

masyarakat. Selain menjadi masalah 

kemanusiaan,kejahatanadalahmasalahsosialjuga.Perzinaanmerupakansalah

satujeniskejahatan yang terjadi di masyarakat kita.2 

Menurut KUHP, Pasal 411 mendefinisikan zina sebagai 

hubunganseksualatauperselingkuhanantaraseorangpriadanseorangwanita,di

manasalahsatuataukeduanyamasihdalamikatanperkawinandengan 

 

1 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum 

PidanaDalamPenanggulanganKejahatan,(Jakarta:KencanaPrenadaMediaGroup,2010).Hala

man 3. 
2Ibid. Halaman4. 



2 

 

 

 

 

orang lain. KUHP menyatakan bahwa tidak mungkin dikatakan bahwa 

duaorangyangbelummenikahmelakukanzinajikamerekamelakukanperbuata

nitu bersama-sama. 

Jika perzinaan terjadi dalam konteks pernikahan, itu kejahatanatau 

tindak kriminal menurut KUHP. Upaya perubahan hukum pidana 

Indonesiayang banyak diperbincangkan ini diharapkan dapat menjawab 

sejumlahkelemahanhukumyangberkaitandengandelikperzinaan,yangdiatur

dalamPasal411KUHP.Konsekuensinya,telahterjadiperubahansubstansial 

terhadap peraturan perzinaan sejak Rancangan KUHP tahun1964 dirilis.3 

Perzinahan adalah kejahatan yang perlu dilakukan dengan 

sengaja,menurutayat(1)Pasal411KUHP.Halinimenunjukkanbahwaagarpela

ku dapat dinyatakan bersalah secara sengaja melakukan salah satu 

daritindak pidana perzinaan yang tercantum dalam Pasal 411 ayat (1) 

KUHP,makaterhadapnyaharusdiperlihatkan unsurkesengajaan. 

KUHP tidak memberikan penjelasan yang tepat untuk tujuan 

ini.Memorie van Toelchting (MvT) memberikan beberapa petunjuk 

tentangarti niat. Opzet didefinisikan sebagai keinginan dan pengetahuan 

(willensen wettens). Oleh karena itu, untuk bertindak dengan sengaja, 

seseorangharusbersedia dan sadarakan tindakannya.4 

 

 

3 Artikel karya Ahmad Bahiej, Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai 

SistemHukumdanprospeknyadalamPembaharuanHukumPidanaIndonesia,www.hukumonline

.comDiaksestanggal15Februari2010, jam 22.15WIB. 
4 Sudarto, Hukum Pidana I. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro,2009.Halaman102. 

http://www.hukumonline.com/
http://www.hukumonline.com/
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Hakim harus memutuskan apakah pezina kebal dari litigasi 

(onslagvanrechtsvervolging)jikaaspektujuandariperzinahantidakdapatditun

jukkan. Dalam hal ini, pelaku tidak terbukti menginginkan 

terjadinyazina,dantidakpulamengetahuinya.MenurutSimons,vleeslijkgeme

enschap,atauhubunganseksualpenuhantaralaki-lakidanperempuan, 

disyaratkan bagi perzinaan menurut Pasal 411 KUHP. Olehkarena itu, 

menurut Pasal 411 KUHP, zina tidak dilakukan oleh dua 

orangyangberjeniskelaminsama,dantidaktermasukjikadilakukanolehseseor

ang yang belum menikah dengan orang lain. KUHP mensyaratkantidak 

adanya persetujuan antara suami dan istri agar perbuatan 

hubunganseksualantaralaki-

lakidanperempuanyangberistridengansalahsatuatau keduanya dianggap 

sebagai delik zina. Hal ini menunjukkan bahwaperbuatan zina tidak 

dilakukan jika suami istri memiliki suatu perjanjian,seperti suami bekerja 

sebagai mucikari dan istrinya menjadi pelacur atasperintahnya.5 

Perspektif masyarakat serupa dengan Sahetapy yang 

mendefinisikanaktivitasseksualilegalsebagaiaktivitasseksualyangterjadiant

arapriadan wanita yang belum menikah, meskipun sudah bertunangan. Ini 

jugamencakup aktivitas seksual apa pun yang dilakukan suami atau istri di 

luarlembaga perkawinan. Di sini, "sah" harus dipahami sebagai "sah 

dalamkontekslembagaperkawinan".Olehkarenaitu,percabulanadalahhubun

gansekssukarelaantaraorangyangbelummenikahdanlawanjenis 

 

5Lamintang,Delik-delikKhusus:TindakPidana-

TindakPidanayangMelanggarNorma-norma KesusilaandanNorma, 2009.Halaman89. 
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yangjugalajangmerupakanbagiandariperzinahan.Menurutprinsiphubungan 

suka sama suka, meskipun aktivitas seksual bersifat sukarela,namun tetap 

melanggar hukum. Menurut pandangan masyarakat, transaksihukum hanya 

dapat terjadi dalam rangka perkawinan. Oleh karena itu,konsep 

overspelling, fornication, dan prostitusi termasuk dalam pengertianzina.6 

Dengan menerapkan instrumen hukum pidana preventif dan 

represifsepertitujuan pemidanaan yang tercantum dalamKUHPyaitu: 

1. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma 

hukumuntukperlindungan masyarakat dan 

2. Mensosialisasikan narapidana melalui pembinaan agar menjadi 

orangyang baik dan bergunaagar dapat mengantisipasi maraknya 

tindakpidanazina. 

3. Menyelesaikanperselisihanyangdisebabkanoleh tindakan 

kriminal,membangunkembalikeseimbangan,danmemeliharaperdamaia

ndalammasyarakat; 

4. Tetapkankesalahanterpidana. 

 

Aparat penegak hukum harus memainkan peran yang 

profesional,dewasa, dan bermoral dalam menyelidiki dan menyelesaikan 

kasus-kasuspidanayang melibatkanperzinahan.7 

 

 

 

6SahetapydanB.MardjnoReksodiputro.2009.ParadosdalamKriminologi. 

Jakarta:Rajawali.Halaman62. 
7LilianaTedjosaputro.2003.etikaprofesidanprofesihukum.Jakarta:Anekailmu.Halama

n15-16. 
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SepertikasusperselingkuhanyangterjadidiperbatasanDesaLadangPanj

ang,KecamatanSungaiGelam,KabupatenMuaroJambi,dimana seorang laki-

laki yang sudah berstatus menikah berselingkuh dengan seorang wanita 

yang diketahui orang tuanya tinggal dalam satu 

rumah,wargayangmengetahuiperbuatantersebutlangsungmenggerebekruma

hnya dan membawa pelakunya kepada pemangku adat untuk 

diprosespadapenyelesaianhukumuntukmendapatkanhukumansesuaidengan

aturanhukum adat setempat. 

KarenaletaknyadiDesaLadangPanjangKecamatanSungaiGelam 

Kabupaten Muaro Jambi maka penulis tertarik dengan istilah inijarang 

terjadi kasus seperti perzinahan atau kumpul kebo, di desa ini masihkental 

sekali dengan kepercayaan pada hukum adat istiadat, masyarakat didesa ini 

percaya jika ada yang melakukan perzinahan atau perbuatan tidaksenonoh 

akan menimbulkan dampak bagi masyarakat, misalnya mendapatsial dan 

akan terjadi musibah di desa, maka masyarakat akan melakukanritualcuci 

kampung sepertimemotong hewan kambingatau sapi. 

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas dan dilatarbelakangioleh 

hati nurani penulis, tujuannya adalah untuk memastikan bagaimanakasus 

perzinahan di masyarakat diselesaikan melalui jalur non-

penal.Akibatnya,penelitisangatinginmelakukanpenelitianberjudul“Penyele

saianKasusPerzinahanMelaluiJalurNonPenaldanDampakBagiMasyar

akatdiDesaLadangPanjangKecamatanSungai 

GelamKabupatenMuaro Jambi”. 
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B. RumusanMasalah 

 
Berdasarkan konteks di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

dapatdinyatakansebagai: 

1. Bagaimana Penyelesaian Kasus Perzinahan Melalui Jalur Non Penal 

diDesa Ladang PanjangKecamatan Sungai Gelam Kabupaten 

MuaroJambi? 

2. Bagaimana Dampak  Bagi Masyarakat  Kasus Perzinahan MelaluiJalur 

Non Penal di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai 

GelamKabupatenMuaro Jambi? 

C. TujuanPenelitian danPenulisan 

 

1. TujuanPenelitian 

Berikutgambarandanpemahamanyangmenjaditujuandaripenelitia

nini: 

a. Mengetahui proses penyelesaian kasus perzinahan melalui jalur 

nonpenal di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam 

KabupatenMuaroJambi. 

b. Mengetahui Dampak Bagi Masyarakat dalam PenyelesaianKasus 

Perzinahan Melalui Jalur Non Penal di Desa Ladang 

PanjangKecamatanSungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. 

2. TujuanPenulisan 

 

Berikutadalah tujuanmenulis: 

 

1. SebagaibagiandariupayamemperolehgelarsarjanadariFakultasH

ukum Universitas Batanghari. 
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2. Diharapkanpenelitianinidapatmemberikanpemahamanilmiah 

dan menjadi bahan bacaan atau referensi bagi 

penelitiselanjutnya, khususnya yang fokus pada konsekuensi 

hukumdarikasusperzinahanyangdiselesaikanmelaluijalurnon-

penal. 

D. KerangkaKonseptual 

Penulismerasapentinguntukmemberikanpenjelasanberikutuntukbeberapaka

tayangdigunakandalampenelitianiniuntukmeningkatkanpemahamanbersama 

danmencegah kesalahpahaman: 

1. Penyelesaian adalah suatu proses, cara, perbuatan, atau 

penyelesaiandapatmemiliki banyak arti.8 

2. Perzinahan menurut hukum agama, zina diartikan sebagai 

hubunganseksualantaraseorangpriadenganseorangwanitayangtidakdipa

ksakan atau dilakukan secara sadar dan bukan merupakan 

ikatanperkawinanyanghakiki.Tindakanmelakukanhubunganseksualden

gan seorang wanita ketika mereka belum menikah dikenal 

sebagaiperzinahan.9 

3. Non Penal adalah upaya penanganan tindak pidana melalui jalur 

yangtidakdiaturdalamhukumpidana,denganlebihmengutamakanpenceg

ahan.Tujuanutamanyaadalahuntukmenanganikasusperzinahandenganca

rayangmencegahkejahatankarenaupaya 

8AhmadA.KMuda,KamusUmumBahasaIndonesia,RealityPublisher,Jakarta,2006.Hal

aman438. 
9AbdurrahmanDoi,TindakPidanaDalamSyariatIslam,RinekaCipta,Jakarta,1991.Hala

man31. 
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pencegahankejahatanmelaluijalurnon-

penalsebenarnyaadalahupayauntukmencegahterjadinyakejahatan.Beber

apaelemenmenguntungkan ini berpusat pada masalah atau keadaan 

masyarakatyang dapatsecara langsung atau tidak langsung berkontribusi 

padaaktivitas kriminal.10 

4. Dampak Setelah penyelesaian kasus perzinaan melalui prosesnon-

penalataunon-

pidana,sejumlahpihakdapatmenghadapikonsekuensihukum. 

5. SeloSoemardjanmendefinisikanmasyarakatsebagaisekelompokindividu

yang hidup berdampingan dan menciptakan budaya.11 

6. KecamatanSungaiGelam,KabupatenMuaroJambi:DesaLadangPanjangt

erletak di salah satu Kecamatan SungaiGelam. 

E. LandasanTeoritis 

1. TeoriPenyelesaian 

 

MenurutKamusBesarBahasaIndonesia,“penyelesaian”dalampenyeles

aianberartiperbuatan,tatacara,akta,ataupenyelesaian.Mediasipenaldanp

enaladalahduaprosespenyelesaianyangdigunakan dalam hukum pidana 

untuk menyelesaikan tindak 

pidana.Dalamkontekssistemperadilanpidana,mediasipenaldipandang 

 

 

 

 

 

 
 

10BardaNawawiArief,BungaRampaiKebijakanHukumPidana,(Semarang:Fajar 

Interpratama,2011). Halaman. 46. 
11 https//sosiologi79.comdiaksespadatanggal29 januari2022 
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sebagai perkembanganpositif sebagai sarana penyelesaian 

masalahpidanadaripadamelaluipengadilan.12 

Munif Chatib mendefinisikan penyelesaian atau solusi 

sebagaicara untuk menyelesaikan suatu masalah. Suatu cara atau 

pendekatanyang dapat digunakan untuk memecahkan dan 

menyelesaikan suatumasalahtanpatekananapapun disebut penyelesaian 

atausolusi.13 

2. TeoriDampak 

 

Dampak adalah pengaruh kuat yang dapat berakibat positif atau 

negative .Sedangkan menurut para ahli, definisi dampak adalah akibat, 

imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negative atau positif) dari 

sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kata 

dampak merupakan kata yang telah lazin digunakan dalam masyarakat 

luas pada umumnya dengan pengelompokkan sebagai berikut :  

1. Dampak positif Dampak positif ini adalah akibat baik atau 

pengaruh menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal 

atau peristiwa yang terjadi. 

2. Dampak negatif Dalam hal ini pengaruh atau akibat yang 

dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung 

memperburuk keadaan berdasarkan arti tersebut, maka yang 

dimaksud dengan dampak dalam tulisan ini adalah akibat yang 

ditimbulkan dari perceraian orang tua sehingga dapat 

mempengaruhi kondisi mental dan motivasi belajar anak 
 

12CSATeddyLesmana,Intergrasimediasipenaldalampembaharuansystemperadilan 

pidanaIndonesia,jawa tengah, CV.Pena persada. Halaman9. 
13 MunifChatib, Gurunyamanusia, Bandung :Kalfa,2011. 
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F. METODEPENELITIAN 

1. TipePenelitian 

 

Tipe penelitian yuridis empiris digunakan dalam karya ini. 

Dalampenelitian hukum, metode pendekatan empiris bersifat bebas 

nilai danmemandang hukum sebagai fakta yang dapat dibuktikan atau 

diamati.Ia juga 

memilikikualitassebagaiberikut:dapatmembedakanfaktadari norma, 

fenomena hukum harus murni empiris, yaitu fakta 

sosial,danmenggunakan metodologi ilmu-ilmu empiris.14 

Jenisyuridisempirisadalahstrategipemecahanmasalahberdasarkan 

analisis faktual terhadap ketentuan peraturan perundang-

undanganyangberlaku,dilanjutkandenganpemeriksaanapakahperaturante

rsebutsudahbenarditerapkandalamrangkapenegakanhukum.15 

Mempelajari kasus perzinaan melalui jalur non penal dan 

dampakhukumnya terhadap masyarakat di Desa Ladang Panjang 

KecamatanSungaiGelamKabupatenMuaroJambi,penelitianinimengambi

lpendekatanyuridis-empiris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14BahderJohanNasution,MetodePenelitianIlmuHukum,(Bandung:MandarMaju,2008)

. Halaman. 81-82. 
15SoerjonoSoekamto,MetodePenelitianHukum,(Jakarta:RajawaliPress,2010). 

Halaman45. 
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2. PendekatanPenelitian 

Metodologi penelitian deskriptif, sebagaimana didefinisikan 

olehAmiruddindanZainalAsikin,adalahpenelitianyangsecaraakuratmeng

gambarkansuatu gejalapadasuatu kelompok tertentu.16 

Secara deskriptif, peneliti akan memberikan rangkuman 

tentangcara penyelesaian kasus perzinaan secara non penal serta 

akibatbagi warga Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam 

KabupatenMuaroJambi. 

3. SumberData 

 

Berikutsumberdatayangdigunakandalampenelitian ini: 

 

a. PenelitianLapangan(FieldResearch) 

 

Untuk mengumpulkan informasi langsung yang akan 

membantudalammengkarakterisasimasalahyangdiangkatdalampembaha

sanskripsiini,penelitianlapangandilakukan.Akibatnya,sumberdataprimer

adalahinformasiyangdiperolehdengankerjalapanganlangsung,wawancar

adenganpesertapenelitian,danpemeriksaanlangsungterhadap hal-hal 

yang diteliti. 

b. PenelitianKepustakaan (LibraryResearch) 

 

Berbagai buku, karya tulis, media massa, media elektronik, 

danbarang-

barangterkaitpenelitianlainnyadigunakandalampenelitianperpustakaan. 

4. TeknikPengumpulandata 

 

a. Interviewatauwawancara 
 
 

16AmiruddindanH.ZainalAsikin,PengantarMetodePenelitianHukum,(Jakarta: PT 

RajaGrafindoPersada,2006). Halaman8. 
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Mengumpulkaninformasimelaluiwawancaratentangpenyelesaian

kasusperzinaan.Orangyangdiwawancaraidanpewawancarakeduanyaberp

artisipasi dalam dialog. 

b. Studidokumen 

 

Salah satu metode pengumpulan data untuk tantangan 

penelitianadalahstudidokumen,yangmelibatkananalisisdokumenuntukm

engekstrakinformasi yang relevan. 

c. Observasi 

 

Salahsatumetodeuntukmemperolehinformasiadalahobservasi,di

manapenelitimelakukan observasilangsung dilokasi. 

d. Teknikpenentuansampel 

 

Purposive sampling, di mana unit pengambilan sampel 

dipilihdenganmaksudmemilikifituryangdibutuhkan,adalahteknikpengam

bilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Orang 

yangdimaksudadalahorang-orangterkait dengan penelitian ini 

yaituKasusPerzinahandiDesaLadangPanjang Kecamatan Sungai Gelam 

Kabupaten Muaro Jambi. Orang-orangtersebutantaralain: 

a. Duaanggota keluargapelaku, khususnyaorang tuaperempuan. 

 

b. Tiga orang adat di Desa Ladang Panjang, Kecamatan 

SungaiGelam, Kabupaten Muaro Jambi, dikenal dengan sebutan 

tuotengganai. 

e. AnalisisData 
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Untukmemeriksadatayangdiperolehdanmenghasilkansolusiuntuk 

mengatasi kesulitan tersebut di atas, teknik analisis data 

sangatpentingdalam penelitian. 

Untukmencapaisuatukesimpulan,penulisstudiinimenggunakan 

analisis normatif kualitatif yang menyimpang dari daftarundang-undang, 

aturan, doktrin, dan yurisprudensi. Mereka 

kemudianberbicaratentanginformasiyangdikumpulkandariobjekpenelitia

nsecarakeseluruhan. 

G. SistematikaPenulisan 

 

Penulisanskripsiinidisusundalamlimababyangsalingberhubungansat

usamalainsehinggamenjadisaturangkaianyangberkesinambungan.Penulisan

nyamengikutisistematikaberikut ini: 

Gambaranumumpenulisanskripsidiberikanoleh 

BabIPendahuluan, yang mencakup uraian singkat tentang 

keseluruhan skripsi,termasuk pendahuluan, latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitiandan penulisan, kerangka konsep, landasan teori, 

metode penelitian, dansistematikapenulisanskripsi. 

Bab II Tinjauan Hukum Adat berikut ini. Pengertian hukum 

adat,dasarpemikiranpenerapannya,sumber-

sumberpengenalhukumadat,hukum pidana adat, dan status hukum adat di 

Indonesia merupakan sub-babyang melengkapi bab ini. 



14 

 

 

 

 

Selainitu,BabIIImemberikanringkasankebijakannon-penal.Ada dua 

sub-bab dalam bab ini: satu mendefinisikan penyelesaian non-penal,dan 

yang lain membahas cakupan penyelesaian non-penal. 

Penyelesaian kasus perzinaan melalui jalur non-penal dan 

akibathukumnya bagi warga Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai 

Gelam,dan Kabupaten Muaro Jambi dirangkum dalam; 

Bab IV Bab ini dibagimenjadi dua sub bab yaitu dampak hukum 

penyelesaian kasus perzinahanmelalui jalur non penal di Desa Ladang 

Panjang Kecamatan Sungai GelamKabupaten Muaro Jambi dan 

penyelesaian kasus perzinahan melalui jalurnonpenal di DesaSungaiGelam, 

KabupatenMuaro Jambi. 

Bab V, Kesimpulan dan Saran, kemudian, berisi kesimpulanyang 

diambil dari uraian bab-bab sebelumnya dari skripsi ini serta 

saranuntukmenyimpulkan skripsi. 
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BABII 

 

TINJAUANUMUMTENTANG HUKUMADAT 

 

A. PengertianHukumAdat 

 

Perkembanganhidupmanusiataklepasdariadanyaadatyangmelekat 

secara pribadi dalam diri manusia. Secara etimologi, adat berasaldari Bahasa 

Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia artinya“kebiasaan”. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah 

aturan(perbuatan)yanglazimditurutataudilakukansejakdahulukala;cara(kela

kuan)yangsudahmenjadikebiasaan;wujudgagasankebudayaanyang terdiri 

atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yangsatu dengan 

lainnyaberkaitan menjadi suatu sistem.17 

SnouckHurgronjemenyebutkanistilahhukumadatsebagai“adatrechht” 

(Bahasa Belanda). Istilah ini dipakai dalam penelitiannya diAceh(1891-

1892),yangkemudianmenghasilkanbuku“DeAtjehers”yang berarti Orang 

Aceh dan Het Gayolands. Istilah ini kemudian 

dikutipdandikembangkansecarailmiaholehVanVollenhovenyangdisebutseb

agaibapakhukumadat.VanVollenhovenmenyusunhukumadatsecarasistemat

is,dengandatayanglengkapdalambukunyatentangHukumAdat,yaitu:HetAda

trechtvanNederlandschIndie(HukumAdat 

 

 

 

 

 
 

17Depdikbud,KamusBesarBahasaIndonesia,AmeliaSurabaya:Surabaya,2005,hal. 

10. 
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Hindia-Belanda,1901-1933)),danDeOntdekkingvanhetAdatrecht 

 

(1928).18 

 

Para sarjana hukum memberikan pengertian mengenai hukum 

adatberupa: 

a. Soekanto,hukumadatmerupakankompleksadat-

adatyangkebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan 

bersifatpaksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.19 

b. Soepomo,hukumadatadalahsebutanlaindarihukumtidaktertulisdi

dalamperaturanlegislative,hukumyanghidupsebagai kompensasi 

di badan-badan negara, hukum yang timbulkarena putusan hakim, 

dan hukum yang hidup sebagai peraturankebiasaan yang 

dipertahankan dalam pergaulan manusia.20 

c. TerHaar,hukumadatadalahkeseluruhankebijakanyangberasaldari

ketetapanparapejabathukumsehinggakriteriayang dipakai adalah 

“penetapan”.21 

d. VanVollenhoven,hukumadatadalahkeseluruhanaturantingkahlak

uyangdisatusisimemilikisanksisehinggadisebut 

 

 

 

 

 

 
18IimSitiMasyitoh,RanidarDarwis,ModulPengantardanDasarYuridisBerlakunya 

Hukum Adat, Hlm. 5 
19Yulia, BukuAjarHukumAdat,(Aceh,UNIMALPRESS,2016),hal2. 
20 Acacio Fernandes Vassalo,Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian 

HewanTernak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi, 

Vol.7,JURNALKOMUNIKASI HUKUM, 2021,hlm.32. 
21 Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail & Melanie 

Lestari,BukuAjarHukum Adat, (Malang;Madza Media, 2021), hal.18 
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sebagai hukum dan di lain sisi dalam keadaan tidak 

terkodifikasisehinggadiistilahkan sebagai adat.22 

e. M.MDjojodigoeno,hukumadatadalahendapankesusilaandalamma

syarakatataukaidah-

kaidahkesusilaanyangkebenarannyatelahmendapatpengakuanum

umdalammasyarakat itu.23 

f. SoeroyoWignyodipuro,hukumadatadalahsuatukompleksnorma-

normayangbersumberpadaperasaankeadilanrakyatyangselaluber

kembangsertameliputiperaturan-

peraturantingkahlakumanusiadalamkehidupansehari-

haridalammasyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa 

ditaati 

dandihormatiolehrakyatkarenamempunyaiakibathukum(sanksi).2

4 

g. Hazarinberpendapathukumadatadalahresapan(endapan)kesusilaa

ndalammasyarakat,yaitubahwakhaidah-khaidahkesusilaan yang 

sebenarnya telah mendapat pengakuan umumdalam masyarakat 

itu.25 

Hukum adat adalah hukum non statuir yang artinya hukum 

yangmemangbelum/tidaktertulis.Daripengertiandiatasmakadapatdisimpul

kanbahwahukumadatadalahhukumyangmengaturtingkah 

 

22CornelisVanVollenhoven,1913,HetAdatrechtvanNederlansch-

Indie,Leiden,hlm.21 
23Yulia, BukuAjarHukumAdat,(Aceh,UNIMALPRESS,2016),hal3. 
24Ibid 
25HilmanHadikusumo,Pokok-

PokokPengertianHukumAdat,Bandung,Alumni,1980,hal. 34 
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laku manusia dan hubungan satu sama lain, kebiasaan atau 

kesusilaanyangbenar-

benarhidupdalamkehidupanmasyarakatyangdipertahankan dan 

mempunyai sanksi dimana ada khaidah yang tidakboleh dilanggar dan 

apabila dilanggar maka orang tersebut dapat dituntutataspelanggaran-

pelanggaran dalamkeputusan penguasaadat. 

Unsur-unsurhukum adatyaitu : 

 

a. Adanyatingkah lakuyang terusmenerus dilakukan; 

 

b. Tingkahlakutersebutteraturdan dinamis; 

 

c. Tingkahlakutersebutmempunyainilaisakral; 

 

d.Adanya keputusankepalaadat; 

 

e. Adanyasanksi/akibathukum; 

 

f. Tidaktertulis 

 

g. Ditaatidalammasyarakat. 

 

B. DasarBerlakunyaHukumAdat 

Keberadaanhukumadatmerupakanpencerminankehidupanmasyarakty

anglahirdanturutberkembang.Padadasarnyatingkatperadabanyangsemakinb

erkembangdanmaju,tidakmampumenghilangkan adat kebiasaan yang hidup 

dalam masyarakat. Adat turutserta beradaptasi menyesuaikan diri dengan 

keadaan zaman baik secarailmuataupun teknologi. 

1. DasarFilosofis 

 

Dasarfilosofisdalamhukumadatyaitunilai-

nilaidansifathukumadatitusangatidentikdansudahterkandungdalambutir-

butirpancasila 
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yangberkembangdiIndonesiasesuaidenganperkembanganzamansepertiy

angtertuangdalampembukaanUUD1945.UUD1945menciptakan pokok-

pokok pemikiran yang menjiwai cita-cita hukumbaikyang tertulis 

ataupun yang tidak tertulis. 

2. DasarSosiologis 

 

Dasarsosiologisdalamhukumadatyaitupancarannilaidasarbudayamasy

arakatyangmengikat,dilaksanakan,danditaatiolehrakyat tanpa melalui 

prosedur perundangan dalam lembaga negara. UbiSocietas IbiIus, 

manusia tidak akan dapat hidup dalam 

masyarakattanpaadanyanormahukumyangmengaturmanusia.Sistemhuku

madattumbuhdanberkembangdandipertahankanolehmasyarakatkarena 

timbul dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, 

danpandanganhidupkeseluruhanmasyarakattempathukumadatituberlaku. 

3. DasarYuridis 

 

Dasar yuridis berlakunya hukum adat dilihat dari sistem yang 

dianutolehnegaratersebut.Hukumsuatunegaraterbentukdalamsebuahtata

nankesatuanyangutuhyangterdiridaribagian/unsursalingberkaitan.Dalam

sistemhukumnasionaldibedakanhukumtertulis(hukum yang tertuang 

dalam peraturan perundang-undangan) dan yangtidaktertulis ( hukum 

adat dan hukumkebiasaan). 

YangmenjadidasarberlakunyahukumadatdiIndonesiaadalah: 
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1) DekretPresiden5Juli1959yangmenjadidasarberlakunyakembaliUUD1

945; 

2) AturanPeralihanPasalIIUUD1945; 

 

3) Pasal24UUD1945tentang KekuasaanKehakiman; 

 

4) Pasal27ayat(1)Undang-undangNomor14Tahun1970tentangPokok-

PokokKekuasaanKehakiman. 

C. SumberPengenalHukumAdat 

1. SumberHukum Welborn 

 

Sumber hukum welborn adalah sumber hukum (adat) dalam 

artiyangsebenarnyaataudarimanahukumadatitutimbul.Sumberhukumw

elbornmenunjukanLembagayangberwenanglahyangmengeluarkanhuk

umatau menyebabkan terjadinyahukum.26 

2. SumberHukum Kenborn 

 

Sumberhukumkenbornadalahsumberhukumadatdalamartidimanahu

kumadatdapatdiketahuiatauditemukan.Sumberinimenunjukantempatat

aubahanyangdigunakanuntukmengetahuidimanahukum ditempatkan 

dalam lembaran negara.27 

Sumber-sumberhukumadatadalah: 

 

a. Adatistiadat/kebiasaantradisirakyat; 

b. Kebudayaantradisionalrakyat; 

c. Khaidahdarikebudayaan Indonesiaasli; 

d. Perasaankeadilanyanghidupdalammasyarakat; 

e. Pepatahadat; 

f. Yurisprudensiadat; 
 

 

26H.ErwinHermansyah,ZulkifliIsmaildkk,BukuAjarHukumAdat,(Malang,MadzaM

edia, 2021), hal 28. 
27Ibidhal.29 



21 

 

 

 

 

g. Dokumenyanghiduppadawaktuitu,yangmemuatketentuanhidup; 

h. Kitab-kitabhukumyang dikeluarkanraja; 

i. Doktrinmengenaihukumadat; 

j. Hasil-hasilpenelitiantentanghukumadat; 

k. Nilai-nilaiyangtumbuhdanberlaku dimasyarakat. 

 

D. HukumPidanaAdat 

Hukum pidana Adat atau hukum pidana yang tidak tertulis 

dalambahasaBelandadikenalsebagaiongeschrevenstrafrecht.28Soepomome

njelaskanbahwahukumadattidakmemisahkanantarapelanggaranhukum yang 

mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalamlapangan 

hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukumyang hanya 

dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakimperdata).29 

Ter Harr juga berpendapat bahwa yang dimaksud pidana adat 

ataupelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain 

dengantegasatausecaradiam-

diamdinyatakansebagaiperbuatanyangmenganggukeseimbangan.Dariperny

ataanTerHarrtersebut,HilmanHadikusuma berpendapat bahwa hukum 

pidana adat adalah hukum yangmenunjukan peristiwa dan perbuatan yang 

harus diselesaikan (dihukum)karenamenganggu keseimbangan masyarakat. 

Berbeda denganhukumpidana positif 

yangberlakudiIndonesiasekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum 

karena adanya 

hukumtertulisyangmengaturnya.Selamaperistiwadanperbuatanitutidakdiatu

r 

 

28E.Utrecht.RangkaianSariKuliahHukumPidanaI,(Surabaya,PustakaTintaMas.1994

),hlm.7 
29Soepomo,Bab-BabTentangHukumAdat,(Jakarta:PradnyaParamita,1982) 

hlm.10 
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dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini 

disebutdengan asas legalitas yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP 

“Suatuperbuatantidakdapatdipidana,kecualiataskekuatanaturanpidanadal

amperundang-undanganyangtelahada,sebelumperbuatandilakukan”. 

Hukumpidanaadatmenitikberatkanpada“keseimbanganyangtergangg

u”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu 

terganggu,makaakanmendapatsanksi.Hukumpidanaadattidakmengenalasasl

egalitassebagaimanahukumpositif.Jadi,selamaperbuatanitumenyebabkanke

goncanganpadakeseimbangansuatumasyarakatadatmaka perbuatan itu 

dapat dikatakan melanggar hukum. Oleh karena itu,bagi si pelanggar 

diberikan reaksi adat, koreksi adat, atau sanksi adat 

olehmasyarakatdenganmusyawarahbersama pemimpinataupengurusadat. 

Hukumpidanaadat memilikisifat-sifat tertentuyaitu : 

 

a. Menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat 

yangsalingberhubungansehinggahukumpidanaadattidakmembe

dakanpelanggaranyang bersifatpidanadanperdata. 

b. Ketentuanyangterbukakarenadidasarkanatasketidakmampuanm

eramalapayangakanterjadi,menyebabkanketentuannyaselaluter

bukauntuksemuaperistiwaatau perbuatanyang akanterjadi. 

c. Membeda-

bedakanpermasalahandimanabilaperistiwapelanggaranyangdili

hatbukanperbuatannyatetapilatar 
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belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu dalam 

mencaripenyelesaianselalu berbeda-beda. 

d. Peradilandenganpermintaandimanamenyelesaikanpelanggarana

datatasadanyapermintaanataupengaduandengantuntutan atau 

gugatandari pihak yang dirugikan. 

e. Tindakanreaksiataukoreksitidakhanyadikenakanpadapelaku,tet

apidapatdikenakankepadakerabatnyauntukmengembalikankese

imbangan yang berlaku.30 

1. MasyarakatHukumAdat 

 

Konsep masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan 

olehCorneliusVanVollenhoven.Masyarakathukumadatadalahsekelom

pok orang yang secara turun temurun bermukim diwilayahgeografis 

tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karenaadanya ikatan 

pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengantanah, wilayah, 

sumber daya alam, memiliki pranata 

pemerintahanadat,dantatananhukumadatdiwilayahadatnyasesuaideng

anketentuanperundang-undangan. 

Dalam masyarakat hukum adat, penyelesaian perkara yang 

terjadidalam desa dilakukan dengan cara mufakat dan musyawarah 

melaluilembaga-lembaga adat seperti peradilan desa atau disebut 

denganperadilanadat.Yangbertindaksebagaihakimataupembuat 

 

 
 

30KurniawanFery,HukumPidanaAdatSebagaiSumberPembaharuanHukumPidana 

Nasional,EDUKA, Hlm. 25 
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keputusan dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat 

(kepalaadat)dan ulama (tokoh agama). 

F.D Hollenman dalam bukunya yang berjudul De Commune 

TrekInBetIndonesischemengkontruksikan4(empat)sifatumummasyar

akat adat yaitu31: 

a) MagisReligius,diartikansebagaisuatupolapikiryangdidasarkanpada

keyakinanmasyarakattentangadanyasesuatuyang bersifat sakral. 

Sebelum bersentuhan dengan religious caraberfikir masyarakat 

hukum adat animism dan kepercayaan padaalam gahib. Masyarakat 

harus menjaga keharmonisan alam nyatadan alam batin (gahib). 

Setelah mengenal sistem hukum 

agama,masyarakatmewujudkandalambentukkepercayaankepadaT

uhan.Masyarakatpercayabahwasetiapperbuatanapapunbentuknyaa

kan selalumendapat imbalandan hukumanTuhan. 

b) Komunal (Commuun), masyarakat memiliki asumsi bahwa 

setiapindividumerupakanbagianintegraldarimasyarakatsecarakesel

uruhan.Diyakinibahwakepentinganindividuharusdisesuaikandenga

n kepentingan masyarakat. 

c) Kongkrit, sebagai corak yang serba jelas atau nyata 

menunjukanbahwa setiap hubunganhukum yang terjadi dalam 

masyarakattidakdilakukan secaradiam-diam atau samar. 

 

 
 

31AriyantoHenry,NinYasmineLisasih,Sifat,CorakdanSistemHukumAdat, 

hlm.2-5 
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d) Kontan,sebagaikesertamertaanterutamadalampemenuhanprestasiy

ang diberikan secarasertamerta/seketika. 

2. LembagaAdat 

 

Lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

5Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga 

Kemasyarakatanadalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja 

dibentuk maupunyang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di 

dalam 

sejarahmasyarakatataudalamsuatumasyarakatadattertentudenganwila

yah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum 

adattersebutsertaberhakdanberwenangmengatur,mengurusdanmenyel

esaikanberbagaipermasalahankehidupanyangberkaitandengandanme

ngacupadaadatistiadatdanhukumadatyangberlaku. Lembaga adat 

biasanya dibina oleh kepala desa setempat.Lembaga adat terdiri dari 

ketua adat, wakil ketua adat, tokoh-tokohadatdan tokoh agama. 

3. SanksiAdat 

 

Sanksi adat menurut Lesquillier didalam desertasinya “Het 

adatdelectenrechtindemagischewereldebeschouwing”mengemukaka

nbahwareaksiadatmerupakantindakan-

tindakanyangbermaksudmengembalikanketentramanmagisdan 
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meniadakan atau menetralisis suatu keadaan sial yang 

ditimbulkanakibat pelanggaran adat.32 

Pelanggaranadatmerupakansuatutindakanyangmelanggarperasaan

keadilandankepatutanyanghidupdalammasyarakatsehinggamengakib

atkanterganggunyakeseimbangansertaketentramanmasyarakat.Akibat

daripelanggarantersebut,diperlukan upaya pemulihan/upaya adat atau 

juga disebut reaksi adatdalam bentuk pembebanan kewajiban-

kewajiban/pengenaan 

sanksitertentubagiorangyangmelakukanperbuatantersebut.Sanksidala

mhukumadattidaklahselaludalambentuksanksimateriil,tetapijugadapa

t berbentuk sanksi immaterial. 

Reaksiadatataukoreksiadatterhadapdelik-delikadat,misalnya: 

 

a. Penggantiankerugiaanimmaterialdalamberbagairupa,sepertipaksaa

nuntuk menikahigadisyang telah dicemarkan. 

b. Bayaranuangadat 

 

c. Selamatan(kurban)untukmembersihkanmasyarakatdarisegalakotor

angaib. 

d. Penutupmalu,permintaanmaaf. 

 

e. Pengasingandarimasyarakatsertameletakkanorangdiluartatahukum

. 

 

 

 

 

 

32Soerojowignjodipoero,HetAdatDelectenrechtInDeMagischeWerelDeBeschouwing,1

992,hlm.229 
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E. KedudukanHukumAdatdiIndonesia 

Hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif dalam arti 

hukumpidana adat sebagai dasar hukum pemeriksaan di pengadilan dan 

sebagaisumberhukumnegativeyaituketentuan-

ketentuanhukumadatdapatmenjadialasanpembenar,alasanmemperinganpida

naataupunmemperberatpidana. 

1. BerdasarkanPeraturanPerundang-undangan 

 

a. UUDNegaraRepublikIndonesiaTahun1945 

 

Pasal18bayat(2)perubahanamandemenkedua:“Negaramengakuida

nmenghormatikesatuan-

kesatuanmasyarakathukumadatbesertahak-

haktradisionalnyasepanjangmasihhidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsipNegara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.33 Maka eksistensi 

kedudukan hukum adat diakui 

olehnegarasepanjangmasihhidupdantidakbertentangandenganunda

ng-undang. 

b. Pasal 5 ayat (3) UU No. 1 Drt/1951 Tentang Tindakan-

TindakanSementaraUntukMenyelenggarakanKesatuanSusunanKe

kuasaandanAcaraPengadilan-

PengadilanSipil:Hukummateriilsipildanuntuksementarawaktupun

hukummaterilpidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-

kaula daerahSwaprajadanorang-

orangyangdahuludiadiliolehPengadilan 
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33RahmatHi.Abdulah,UrgensiHukumAdatDalamPembaharuanHukumPidana 

Nasional, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas GajahMada,Vol. 

9,No. 2, 2015, H.176-177. 



29 

 

 

 

 

adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu. 

Dalampasal ini menjelaskan tentang pengaturan pidana adat yang 

tiadabandingannya dalam KUHP, pidana adat yang ada 

bandingannyadalam KUHP dan sanksiadat.34 

c. Pasal5ayat(1)UUNo.48Tahun2009TentangKekuasaanKehakiman:

“Hakimdanhakimkonstitusiwajibmenggali,mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilanyanghidup dalam 

masyarakat”.35 

2. BerdasarkanYurisprudensi 

 

Yuridprudensi adalah putusan tetap hakim yang diikuti hakim 

laindalamperkaraserupadanmenjadisumberhukum.Yurisprudensiberfu

ngsiuntukmemperjelas,menciptakan,mengubah,menghapusataumengu

kuhkanhukumyangtelahhidupdalammasyarakat.36PutusanMANomor1

644K/Pid/1988tanggal15Mei1991:“Seseorangyangtelahmelakukanper

buatanmenuruthukumyanghidup (hukum adat) didaerah tersebut adalah 

merupakanperbuatanyang melanggar hukum adat, yaitu “delik adat”. 

Terhadap si terhukumdiajtuhi hukuman adatndan dijatuhi hukuman 

penjara menurut KUHP(Pasal5 ayat (3) b Undang-undang Nomor1 Drt 

1951). 

Hukumtidakdapatdipisahkandenganmasyarakat,makadalamkasusinis

umberhukumpidanaadatadalahmasyarakat.Sebagaidasar 

 

34GedeAgusEnggaSuryawanSudirga,IGedeArtha,PenerapanPidanaadatTerhadap 

PelakuYangMelakukanPelanggaranAdat, hlm.5 
35Ibid,hlm.7 
36MarcoManarisip,EksistensiPidanaAdatDalamHukumNasional,LexCrime,Fakultas

HukumUniversitasSamRatulangi, Vol. 1,No.4, 2012,hal. 35 
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problematika substantif hukum pidana adat dan hukum pidana 

nasional,denan sendirinya dapat teratasi oleh hukum yang nantinya akan 

terbangun.Hukum yang akan terbangun adalah hukum yang benar-benar 

berasal darimasyarakat dan hukum tersebut memang dari nilai-nilai yang 

hidup dimasyarakat. Dengan demikian hukum akan selalu linier dengan 

tuntutankeadilan bagi seluruh masyarakat dan hukum pidana adat menjadi 

dasarpembentukanhukum pidananasional. 



 

 

 

 

BABIII 

 

TINJAUANUMUMTENTANGKEBIJAKANNONPENAL 

 

A. PengertianPenyelesaianNonPenal 

 

Upayapenanggulangankejahatanperluditempuhdenganpendekatanke

bijakanpenyelesaian,dalamartiketerpaduan(integralis)antarapolitikkriminal

danpolitiksosialsertaadaketerpaduanantaraupayapenanggulangan 

kejahatanpenal dan non penal.37 

Penegasantentangperlunyapenanggulangankejahatandiintegrasikand

engankeseluruhankebijakansosialdanperencanaanpembangunan terlihat 

juga dalam pernyataan Sudarto yang menyatakanbahwa sanksi dalam 

hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif, olehkarena itu hukum pidana 

merupakan sistim sanksi yang negatif. 

Disampingitumengingatsifatdaripidana 

itu,yang“hendaknya”baruditerapkanapabila sarana (upaya) lain sudah tidak 

memadai, maka dikatakan pulabahwahukum pidana mempunyai “funksi 

yang subsidiair”.38 

Akan tetapi, apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai 

saranauntukmenanggulangikejahatan,makapenggunaannyatidakterlepasdal

am hubungan keseluruhan politik kriminal atau “planning for 

socialdefence”. “Social defence planning” ini pun harus merupakan bagian 

yangintegral dari rencanapembangunan nasional.39 

 

 
37BardaNawawiArief.2016.BungaRampaiKebijakanHukumPidana.Bandung:CitraA

ditya Bakti.Halaman2. 
38Sudarto,HukumdanHukumPidana,CetakanKelima,(Bandung:Alumni,2017 

).Halaman 22. 
39Ibid.Halaman96. 
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Menurut Sudarto istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu : 

a.perkataan politiek dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang 

berhubungandengan negara; b. berarti membicarakan masalah kenegaraan 

atau yangberhubungan dengan negara.40 

Lebih lanjut Sudarto menegaskan, makna lain dari politik 

adalahkebijakanyangmerupakansinonimdaripolicy.Dalampengertianini,diju

mpaikata-katasepertipolitikekonomi,politikkriminal,politikhukum, 

danpolitik hukum pidana.41 

Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa 

pembangunannasional meliputi dua hal, pertama mengejar dan memenuhi 

kebutuhanlahiriahberupapangan,sadang,perumahan,kesehatan,danlainseba

gainya. Kedua terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan batiniah 

yangantaralain berupa rasaaman, rasakeadilan dansebagainya.42 

Beberapa kali konggres PBB mengenai Prevention of crime and 

thetretment of Offender juga mengisaratkan tentang perlunya 

penanggulangankejahatandiintegrasikandengankeseluruhankebijakansosial

danperencanaan pembangunan nasional, sehingga kebijakan 

penanggulangankejahatantidakbanyakartinyaapabilakebijakansosialatauke

bijakanpembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor – faktor 

kriminogendan viktimogen.43 

 

 

40TeguhPrasetyo&AbdulHalimBarkatullah,PolitikHukumPidana,CentakanKetiga

, (Offset :Yogyakarta,2012).Halaman11. 
41Ibid.Halaman11. 
42BardaNawawiArief,BungaRampaiKebijakan...Op.Cit.Halaman30. 
43Ibid. Halaman6-9. 
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Pernyataandiatastidakterlepasdarifaktorkondusifpenyebabterjadinya 

kejahatan. Dalam kongres ke-8 PBB diidentifikasikan sebagaifaktor 

kondusif penyebab terjadinya kejahatan ( khususnya dalam 

masalah“Urbancrime“),antaralaindisebutkandidalamdokumenA/CONF.11

4/L.3sebagai berikut : 

a. Kemiskinan, pengangguran, kebuta hurufan (kebodohan), 

ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan 

serta latihanyangtidak cocok/serasi; 

b. Meningkatnyajumlahpendudukyangtidakmempunyaiprospek(harapan) 

karena prosesintegrasi sosial,juga karena memburuknyaketimpangan-

ketimpangansosial; 

a. Ikatansosialdankeluarga; 

 

b. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang 

yangbermigrasike kota-kota atau kenegara-negaralain; 

c. Rusaknya atau hancurnya identintas budaya asli, yang 

bersamaandenganadanyarasismedandiskriminasimenyebabkankeru

gian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan, dan 

lingkunganpekerjaan; 

d. Menurunataumundurnya(kualitas)perkotaanyangmendorongpening

katankejahatandanberkurangnya(tidakcukupnya)pelayananbagitem

pat-tempatfasilitaslingkungan/bertetangga; 

e. Kesulitan-kesulitanbagiorang-

orangdalammasyarakatmodernuntukberintegrasisebagaimanamesti

nyadidalamlingkungan 
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msyarakatnya,dilingkungankeluarga/familinya,tempatpekerjaannya

atau di lingkungan sekolahnya; 

f. Penyalahgunaanalcohol,obatbius,danlain-

lainyangpemakaiannyajugadiperluaskarenafaktor-

faktoryangdisebutdiatas; 

g. Meluasnyaaktifitaskejahatanyangterorganisasi,kususnyaperdaganga

nobat biusdan penadahanbarang-barang curian; 

h. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mas media) mengenai ide-

idedansikap-

sikapyangmengarahpadatindakankekerasan,ketidaksamaan(hak), 

atausikap-sikap tidaktoleran(intoleransi).44 

G.PHoefnagelsmenjelaskanupayapenanggulangankejahatandapatdite

mpuhdengan:a.penerapanhukumpidana(criminallawapplication);b.pencega

hantanpapidana(preventionwithoutpunishment 

); c. mempengaruhi pandangan masyarakat dan pemidanaan lewat 

massmedia(influencingviews ofsocietyoncrimeandpunishment/massmedia). 

Dengandemikianmelihatpandangandiatas,makaupayapenanggulanga

n kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui 

duajalur,yaitumelaluijalurpenaldannonpenal.ButirbdancG.PHoefnagelsdiat

asmerupakansarananonpenaldalamnenanggulangikejahatan. 

 

 

 

 
 

44Ibid.Halaman49. 
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Bertitik dari uraian diatas, dapat dipastikan, bahwa hukum 

pidanabukanmerupakansatu-

satunyatumpuanharapanuntukdapatmenyelesaikanataumenanggulangikejah

atansecaratuntas,sehinggadiperlukan upaya lain selain upaya penal dalam 

menanggulangi masalahkejahatan. 

Hukumpidanabukanmerupakansolusiutamadalammenanggulangikeja

hatan,karenadalamhukumpidanasendirimasihdiragukanataudipermasalahka

nnyaefektivitassaranapenaldalammencapaitujuanpolitikkriminal.Adapunal

asanyadijelaskandalampendapatdan hasil penelitian paraahli berkut ini : 

a. Rubinmenyatakan:Pemidanaan(apapunhakikatnya,apakahdimaksudkan 

untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atautidak 

mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.45 

b. Schultz menyatakan: Naik turunnya kejahatan disuatu negara 

tidaklahberhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya 

ataukecenderungan-kecenderungandalamputusan-

putusanpengadilan,tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau 

berfungsinya perubahan-perubahankultural yangbesar dalam 

kehidupanmasyarakat.46 

c. Johannes Andenaes menyatakan: Bekerjanya hukum pidana 

selamanyaharusdilihatdarikeseluruhankontekskulturnya.Adasalingpeng

aruh 

 

 

 
 

45Ibid.Halaman54. 
46Ibid. 
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antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap 

dantindakan-tindakan kita.47 

d. WolfMiddendrofmenyatakan:Sangatlahsulituntukmelakukanevaluasiter

hadapefektivitasdari“generaldeterrence”karenamekanismepencegahan(

deterrence)itutidakdiketahui.Kitatidakdapatmengetahuihubunganyangs

esungguhnyaantarasebabdanakibat.Orangmungkinmelakukankejahatan

ataumungkinmengulangiyalagitanpahubungandenganadatidaknyaunda

ng-undangataupidanayangdijatuhkan.Sarana-

saranakontrolsosiallainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-

kebiasaan atau 

agamamungkindapatmencegahperbuatanyangsamakuatnyadenganketak

utan orang pada pidana.48 Selanjutnya Middendrof menyatakanpula : 

Dalam praktiknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) 

pidanayangsangatcocokdengankejahatandankepribadiansipelanggarkar

enatidakadahubunganlogisantarakejahatandenganjumlahlamanyapidan

a.49 

e. Donald R. Taft dan Ralph W. England meyatakan : Efektivitas 

hukumpidanatidakdapatdiukursecaraakurat.Hukumhanyamerupakansal

ahsatusaranakontrolsosial.Kebiasaan,keyakinanagama,dukungandanpe

ncelaankelompok,penekanandankelompok-

kelompokinterestdanpengaruhdaripendapatumummerupakan 

 
 

47Ibid. 
48Ibid.Halaman54-55. 
49Ibid. 
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sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku 

manusiadari padasanksi hukum.50 

f. M. Cherif Bassiouni pernah menyatakan: Kita tidak tahu dan 

tidakpernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) apa 

yangpaling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun 

tidakmengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. 

Untukdapatmenjawabmasalah-

masalahinisecarapasti,kitaharusmengetahui sebab-sebab kejahatan; dan 

untuk mengetahui hal ini kitamemerlukan pengetahuan yang lengkap 

mengenai etiologi tingkah lakumanusia.51 

Kelemahanlainyangmembuathukumpidanakurangmampusebagai 

sarana utama (primum remidium) dalam menanggulangi 

kejahatan,karenasebagai berikut : 

a. Sebab-

sebabkejahatanyangdemikiankompleksberadadiluarjangkauanhukum 

pidana; 

b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari 

saranakontrol sosial yang tidak mungkin megatasi masalah kejahatan 

sebagaimasalahkemanusiaandankemasyarakatanyangsangatkompleks(s

ebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, 

dansebagainya), 

 

 

 
 

50Ibid. Halaman55-56. 
51Ibid. 
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c. Penggunaanhukumpidanadalammenanggulangikejahatanhanyamerupa

kan “kurieren am symptom”. Oleh karena itu, hukum pidanahanya 

merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan 

“pengobatankausatif”; 

d. Sanksi hukum pidana merupakan “ remidium” yang mengandung 

sifatkontradiktif/paradoksaldanmengandungunsur-

unsursertaefeksampingnegatif; 

e. Sistempemidanaanbersifatfragmentirdanindividu/personal,tidakbersifat

struktural/fungsional; 

f. Keterbatasan jenis sanksi dan sistem perumusan sanksi pidana 

yangbersifatkaku dan imperative; 

g. Bekerjanya/berfungsinyahukumpidanamemerlukansaranapendukung 

yang lebih bervariasi danlebih menuntut“biayatinggi”.52 

Melihat kelemahan-kelemahan dalam hukum pidana, hal ini 

bukanberartihukumpidanadihapuskandalammenanggulisuatukejahatan.Kar

ena pada dasarnya hukum pidana bagian dari kebijakan sosial 

masihdiperlukandalammenanggulangikejahatan.Selarasdenganhaltersebut 

H.L. Packer dalam bukunya “The limits of criminal sanction” 

menjelaskansebagaiberikut : 

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, 

sekarangmaupundi masayang akan datang, tanpapidana. 

52BardaNawawiArief,BeberapaAspekKebijakanPenegakandanPengembangan 

Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan,(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2015).Halaman74-75. 



38 

 

 

 

 

b. Sanksi pidana merupakan alat untuk sarana terbaik yang tersedia, 

yangkita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya 

besardansegerasertauntuk menghadapiancaman-ancaman daribahaya. 

c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan ‘penjamin yang 

utama/terbaik’dan suatu ketika merupakan ‘pengancam yang utama’ 

dari kebebasanmanusia.Iamerupakanpenjaminapabilasecarahemat-

cermatdansecara manusiawi: ia merupakan pengancam, apabila 

digunakan scarasembarangan dan secarapaksa.53 

Prof.RoeslanSalehmengemukakantigaalasanmengenaimasihperlunya

pidanadan hukum pidana, yaitu sebagaiberikut: 

a. Perlutidaknyahukumpidanatidakterletakpadapersoalantujuan-tujuan 

yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan 

seberapajauhuntukmencapaitujuanitubolehmenggunakanpaksaan;perso

alannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi 

dalampertimbanganantaranilaidarihasilitudannilaidaribatas-

bataskebebasanpribadi masing-masing. 

b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai 

artisama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada 

suatureaksiataspelanggaran-

pelanggarannormayangtelahdilakukannyaitudan tidaklah dapat 

dibiarkan begitusaja. 

 

 

 
 

53Muladi&BardaNawawiArief,Teori–teoridanKebijakanPidana,Cetakankeempat( 

Bandung:Alumni,2010).Halaman155. 
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c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukanpada 

si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang 

tidakjahatyaituwargamasyarakatyangmentaatinorma-

normamasyarakat.54 

Masihpentingnyahukumpidanajugabisadijelakandalamprespektifteor

ipemidanaanintegratif.“Filsafatpemidanaanbersifatintegratif”tersebutmemp

unyaitigasifat,yaitupertamapembalasan(retributif),artinyaadanyakejahatan

merupakangangguanterhadapkeseimbangan dalam masyarakat, sehingga 

penjahat layak untuk 

dihukum,halinijugauntukmempersatukanmasyarakatmelawanpenjahatdank

ejahatan;55keduapencegahanterhadappelakulainnya(detterence),artinyaadal

ahdenganadanyapemidanaanakanmencegahterjadinyakerusakan individu 

dan masyarakat, cara untuk mencapai “The 

greatesthappinessforthegreatestnumber”;56ketigapendidikanbagipelakukej

ahatan(rehabilitasi),artinyaadalahuntukmemperbaikikerusakan-kerusakan 

yang diakibatkan oleh tidak pidana dengan cara 

memberikantreatmentkepadapelakuuntukmenjadimasyarakatyangbergunan

antinya.57 

Namun,dalampemberlakuansaranapenalgunamenanggulangikejahata

n,NigelWalkerpernahmengingatkanadanyaprinsip-prinsip 

 

54Ibid. Halaman153. 
55LililkMulyadi,KompilasiHukumPidanaDalamPrespektifTeoritisdanPraktekPeradil

an,CetakanKesatu ( Mandar Maju:Bandung,2010). Halaman130. 
56Ibid. Halaman130. 
57Ibid. Halaman133-134. 
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pembatasan (the limiting principles) yang sepatutnya mendapat 

perhatian,antaralain : 

a. Janganhukumpidana(HP)digunakansemata-

matauntuktujuanpembalasan/retributif; 

b. JanganmenggunakanHPuntukmemidanaperbuatanyangtidakmer

ugikan/membahayakan; 

c. Jangan menggunakan HP untuk mencapai suatu tujuan 

yangdapatdicapaisecaralebihefektifdengansarana-

saranalainyanglebih ringan. 

d. JanganmenggunakanHPapabilakerugian/bahayadariperbuatan/ti

ndak pidanaitu sendiri; 

e. Larangan-

laranganHPjanganmengandungsifatlebihberbahayadari 

padaperbuatan yang akandicegah; 

f. HPjanganmemuatlarangan-

laranganyangtidakmendapatdukungankuat dari publik; dan 

g. HP jangan memuat larangan/ ketentuan-ketentuan yang 

tidakdapat dilaksanakan / dipaksakan (unenporceable).58 

Jadidalammenanggulangikejahatandeperlukansuatukeseimbangan 

dalam bekerjanya penaggulangan kejahatan. 

Keseimbanganitudengandiberikannyatempatbagisarananonpenaldalampena

nggulangankejahatan.Saranapenalmerupakanpenanggulangankejahatanbuk

an/diluarhukumpidana.Sarananonpenallebihmenitik 
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58Ibid,halaman 198. 
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beratkan pada sifat “preventive” 

(pencegahan/penangkalan/pengendalian)sebelum terjadinya kejahatan. 

Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktorkondusif 

penyebabterjadinyakejahatan. 

Keseimbangantersebutselainadanyaketerpaduanatarapolitikkriminal 

dan politik sosial, juga adanya keterpaduan (integralisasi) antaraupaya 

penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “nonpenal”. 

Sarananonpenalmerupakansaranayangmenitikberatkanpadapencegahan(pre

ventif)dalammenanggulangikejahatan.Sedangkansaranapenalmerupakanse

buahjalansaranayangmenitikberatkanpenindasan/pemberantasan/penumpas

an(repersif).Jadipencegahandanpenanggulangankejahatan harusdilakukan 

dengan“pendekatan integral”. 

Paradigma pendekatan integral diatas pada dasarnya tidak lepas 

daricara pandang terhadap kejahatan sebagai masalah kemanusiaan 

sekaliguskemasyarakatan. Oleh karena itu Barda Nawawi Arief menyatakan 

: a) 

adaketerpaduanantarakebijakanpenanggulangankejahatandengankeseluruh

ankebijakanpembangunansistempoleksosbud;b)adaketerpaduan antara 

“treatment of offenders” (dengan pidana/tindakan) 

dan“treatmentofsociety”;c)adaketerpaduanantara“penyembuhan/pengobata

simptomatik”dan“penyembuhan/pengobatankausatif”;d)adaketerpaduanant

ara“treatmentofoffenders”dan“treatment of the victim”; e) ada keterpaduan 

antara 

“individual/personalresponsibility”dengan“structural/functionalresponsibil
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ity”;f)adaketerpaduanantarasaranapenaldannon-

penal;g)adaketerpaduanantara 
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sarana formal dan sarana informal/tradisional; keterpaduan antara 

“legalsystem” dan “exstra-legal system”; h) ada keterpaduan antara 

“pendekatankebijakan”(“policyorientedapproach”)dan“pendekatannilai”(v

elueoriented approach”).59 

B. RuangLingkup PenyelesaianNonPenalterhadapPerzinahan 

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan 

lewatjalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan 

melaluijalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya 

penanggulanganyanglebihmenitikberatkanpadasifatpreventif,yaknitindakan

yangberupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya 

nonpenalini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif 

penyebabterjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau 

kondisi-kondisisosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

menimbulkan ataumenumbuhsuburkan kejahatan.60 

Kebijakannon-penal(non-

penalpolicy)merupakankebijakanpenanggulangankejahatandenganmenggu

nakansaranadiluarhukumpidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat 

dilakukan dalam 

bentukkegiatanseperti:penyantunandanpendidikansosialdalamrangkameng

embangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; 

penggarapankesehatanjiwamasyarakatmelaluipendidikanmoral,agama,dans

ebagainya;peningkatanusaha-usahakesejahteraananakdanremaja;serta 

59BardaNawawiArief,MasalahPenegakanHukumdanKebijakanHukumPidanadala

mPenanggulanganKejahatan,CetakanKetiga,(Jakarta:Kencana,2007),Halaman83-84. 
60 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang:Fajar 

Interpratama,2011),Halaman46. 
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kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh 

polisidanaparatkeamananlainnya.Kebijakannon-

penalinidapatmeliputibidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor 

kebijakan sosial, dimanatujuanutamanyamemperbaikikondisi-

kondisisosialtertentu,namunsecara tidak langsung mempunyai pengaruh 

preventif terhadap 

kejahatan.Dengandemikian,makakegiatanpreventifmelaluisarananon-

penalsebenarnyamempunyaikedudukanyangsangatstrategis,memegangposi

si kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkantujuan 

akhir dari politik kriminal.61 

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non 

penal”lebihbersifattindakanpencegahanuntukterjadinyakejahatan,makasasa

ranutamanyaadalahmenanganifaktor-faktorkondusifpenyebabterjadinya 

kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat padamasalah-

masalah atau kondisi kondisi sosial yang secara langsung atautidak langsung 

dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.Dengan demikian, 

dilihat dari sudut politik kriminal secara makro danglobal, maka upaya-

upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan 

strategisdarikeseluruhanupayapolitikkriminal.DiberbagaiKongresPBBmen

genai“ThePreventionofCrimeandTreatmentofOffenders”ditegaskan 

upayaupayastrategis mengenai penanggulangan sebab-

sebabtimbulnyakejahatan.62 

 

61 Muladi danBardaNawawiArief,Teori-Teori danKebijakanPidana, 

(Bandung:Alumni,2010).Halaman159. 
62M.Hamdan,PolitikHukumPidana,(Jakarta:RajaGrafindoPersada,2007).Halaman20. 
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Upaya non penaldapat pula digali dari berbagai sumberlainnyayang 

juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/mediamassa, 

pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah techno-prevention) 

dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat 

penegakhukum.Mengenaiyangterakhirini,Sudartopernahmengemukakan,ba

hwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu 

termasukupayanonpenalyangmempunyaipengaruhpreventifbagipenjahat(pe

langgarhukum)potensial.Sehubungandenganhalini,kegiatanrazia/operasi 

yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentudan kegiatan 

yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatankomunikatif 

edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upayanon penal yang 

perlu diefektifkan.63 

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upayanon 

penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk 

menjadikanmasyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup 

yang sehat(secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen 

(sebab-sebabterjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh 

potensinyaharusdijadikansebagaifaktorpenangkalkejahatanataufaktorantikr

iminogenyangmerupakanbagianintegraldarikeseluruhanpolitikkriminal. 

MenurutISHeruPermana,disampingkebijakanyangbersifatpenal,pena

nggulangankejahatanjauhlebihefektifjikadilakukandengan 

 

63BardaNawawiArief,MasalahPenegakanHukumdanKebijakanHukumPidanadala

m PenanggulanganKejahatan,(Jakarta:Kencana,2010).Halaman48. 
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kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula 

berusahamelalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, 

perbaikantaraf hidup anggotamasyarakat.64 

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, 

dimanadilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih 

dikenaldengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini 

seharusnyaharuslebihdiutamakandaripadaupayayangsifatnyarepresif.Adape

ndapatyangmengatakanbahwamencegahlebihbaikdaripadamengobati. 

Demikian pula W.A. Bonger mengatakan: Dilihat dari efisiensidan 

efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang 

bersifatrepresif.Dalamduniakedokterancriminaltelahdisepakatisuatupemiki

ran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada 

mencobamendidikpenjahatmenjadibaikkembali,lebihbaikdisinijugaberartil

ebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.65 

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” 

akanlebihmampumelakukanpenanganterhadapfaktor-

faktorpenyebabterjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah 

atau kondisi-

kondisisosialyangsecaralangsungatautidaklangsungdapatmenimbulkanatau

menumbuhsuburkankejahatanperdaganganorangtersebut.Darikebijakanters

ebutupayapencegahandanpenanganandenganmelibatkanmasyarakatsertaker

jasamaterfokusbaikpusat,daerah 

 

64ISHeruPermana,PolitikKriminal,(Yogyakarta:UniversitasAtmaJaya,2007),Halama

n12. 
65W.A.Bonger,PengantarTentangKriminologiPembangunan,(Bogor:GhaliaIndonesi

a,2005).Halaman167. 



48 

 

 

 

 

danjugainternasionaltergambarjelasmerupakanbagiandankuncipentingguna

memperkeciltingkatkejahatan,bilaefektifdansinergisberjalan maka 

penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dantertangani.66 

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur 

hukumpidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-

faktorkriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “the Prevention 

ofCrime and the Treatment of Onffenders” tersebut, memberi kesan 

bahwakondisisosial,ekonomi,budayasertastrukuralmasyarakatdianggapbert

anggungjawabtimbulnyakejahatan(kriminogen).Konsekuensipendekatan 

yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-

usahapenanggulangankejahatandimasyarakat.Iniberartibahwapenanggulan

gan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukumpidana yang 

diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu,untuk itu perlu 

diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat 

menjangkausertamengatasifaktor-faktorkriminogentersebut.Faktor-

faktorkriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu 

dirasakanperlunyauntukmengkaitkanpolitikkriminal(criminalpolicy)dengan

politik sosial (social policy), atau dengan kata lain di dalam politik 

ocialperlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-

tindakannonpenaltampaknyaperlulebihdikedepankangunamenunjangtindak

an- 

 

 
 

66UUNo.21Tahun2007tentangPemberantasanTindakPidanaPerdaganganOrang,Bab

VII KerjasamadanPeranSertaMasyarakat Pasal 59-63. 
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tindakanpenerapanhukumpidanayangdiwujudkanmelaluisistimperadilan 

pidana.67 

Kebijakannon-penalinimempunyaikelebihan-

kelebihanuntukmenanggulangimasalahkejahatankarenalangsungmenyentu

hkeakarpermasalahandarikejahatanyaitusebab-

sebabterjadinyakejahatan.Kebijakannon-

penalmeliputibidangyangsangatluaskarenamencakuphampirseluruhbidang 

kehidupanmasyarakat. 

Kebijakannonpenalmempunyaidayapencegah(preventif)terjadinyakej

ahatansehinggamemilikinilaiyangstrategisuntukmenanggulangimasalahkej

ahatan.Konsepsiyangdemikianinijugaterdapat di dalam Kongres PBB ke-6 

tahun 1980 di dalam resolusinyamengenai Crime Trends and Crime 

Prevention Strategies yang antara laindikemukakan: 

a. Bahwamasalahkejahatanmerintangikemajuanuntukpencapaiankualitash

idupyangpantasbagisemuaorang(thecrimeproblemimpodes progress 

towards the attainment of an acceptable quality oflifefor all people); 

b. Bahwastrategispencegahankejahatanharusdidasarkanpadapenghapusan

sebab-sebabdankondisi-

kondisiyangmenimbulkankejahatan(crimepreventionstrategiesshouldb

ebasedupontheeliminationof causes and conditionsgiving riseto crime); 

 

 
 

67JacobHattu,KebijakanHukumPidanaDalamPenanggulanganKejahatanAnak, 

JurnalSasi, Vol.20,No2, Juli- Desember2014:Halaman47-52. 
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c. Bahwapenyebabutamadarikejahatandibanyaknegaraialahketimpangan 

sosial, deskriminasirasial dan nasional, standar hidupyang rendah, 

pengangguran dankebuta hurufan di antara golonganbesar penduduk 

(the main causes of crime in many countries are socialin equality, racial 

and national discrimination, law standard of 

living,unemploymentandilliteracyamongbroad sectionsof 

thepopulation). 
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BABIV 

 

PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN MELALUI 

JALURNON PENAL DAN DAMPAK HUKUMNYA BAGI 

MASYARAKATDIDESA LADANGPANJANG 

KECAMATANSUNGAI GELAM 

KABUPATENMUAROJAMBI 

 

A. PenyelesaianKasusPerzinahanMelaluiJalurNonPenaldiDesaLadangPanjan

gKecamatan Sungai GelamKabupaten Muaro Jambi 

 

Penyelesaiankasusperzinaanmelaluijalurnonpenalterkadangdisebut 

dengan upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum 

pidanaataudiluarpengadilan,menurutBardaNawawiArief.Inisiatifinimerupa

kan penyelesaian yang lebih menekankan pada sifat preventif, yaitulangkah-

langkahyangdiambiluntukmenghentikankejahatanzinasebelumterjadi.Tujua

nutamadariupayanon-penaliniadalahuntukmengatasi variabel-variabel yang 

mengarah pada perzinahan, seperti isu-isu atau lingkungan sosial yang dapat 

secara langsung atau tidak langsungberkontribusi atau 

mendorongperzinahan.68 

Pasal 411 Ayat (1) KUHP mendefinisikan zina sebagai 

perbuatanyang salah satu atau kedua pelakunya, laki-laki atau perempuan, 

terikatdalam perkawinan yang sah. Sedangkan zina dijadikan delik aduan 

mutlakpada ayat (2),artinya hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan 

suamiatau istri yang merasa dirugikan atau dicederai. Ini menciptakan 

prosesuntukresolusi. 

68BardaNawawiArief,BungaRampaiKebijakanHukumPidana,(Semarang:Fajar 
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Interpratama,2011).Halaman46. 
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Pasal 411 KUHP memuat ketentuan-ketentuan yang secara 

khususmengatur perzinahan sebagai berikut: Ayat 1: “Diancam 

denganpidana penjara paling lama sembilan bulan: Pertama: (a) 

Seoranglaki-laki yang sudah beristri yang menipu padahal tahu 

bahwa 

iatundukpadaPasal27BW;(b)Seorangwanitabersuamiyangmenipu.K

edua:(a)Seoranglaki-lakiyangturutsertadalamperbuatan tersebut 

padahal mengetahui bahwa yang bersalah 

telahmenikah;pihaksudahmenikahdanberlakupasal27BWbagimerek

a. 

Paragrafkeduamenyatakan:"Tidakadapenuntutanyangdilakukankec

ualisuamiatauistriyangtercemarmengajukanpengaduan. Jika Pasal 

27 BW berlaku untuk mereka, permintaancerai atau pemindahan 

meja dan tempat tidur yang terpisah dibuatdalam waktu tiga bulan 

sejak pengaduan." Ayat (3): “Pasal 72, 73,dan 75 tidak berlaku 

terhadap pengaduan ini.” “Pengaduan dapatditarik kembali selama 

pemeriksaan di pengadilan belum dimulai,”bunyi ayat (4). Ayat (5) 

“Jika suami-istri tercakup dalam Pasal 27BW, maka pengaduan 

tidak akan ditanggapi secara serius sampaiperkawinan itu 

diselesaikan melaluiperceraianatau sampai adakeputusan untuk 

memperbaiki mejadan pisah ranjang.”69 

Menurut Pasal 411 KUHP, pengaduan pasangan tentang salah 

satuataukeduapihakyangmelakukanzinadiperlukansebelumtindakanhukum

ataupenuntutandapatdilakukanataskejahatanzina.KarenaPasal 

411KUHPtermasukdalamkategoridelikaduan,yangmelarangpemidanaan 

dalam hal pasangan yang dirugikan tidak mengajukan 

aduan.Dengankatalain,perzinahantidakdapatdilakukanmelaluitindakanhuku

m tanpaadanyapengaduan dari pasangan yang berzinah.70 

DalamKUHP,seseorangharusmemenuhiempatkriteriauntukdianggap

melakukan perzinahan: 

a. Melakukanhubunganseksualdenganwanitaataupriayangbukansu

aminyaatauistrinya. 

 

69 
Ibid.Halaman.302. 

70 
Ibid.Halaman.302. 
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b. Diatidakdilindungi olehKUHPerdataPasal27; 

 

c. Pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi pasangan yang 

melakukanhubunganseksual. 

d. Ia mengetahui bahwa orang yang bersetubuh dengannya 

sudahkawin atau sudah ditunangkan untuk dinikahkan, dan 

bahwapasangannyatunduk padaaturan pasal 27 KUHPerdata. 

Undang-undang perzinaan KUHP berusaha untuk membuat 

ilegalbagi siapa pun untuk melakukan perzinahan ketika salah satu atau 

keduapelaku sudah terikat oleh pernikahan sebelumnya. Selanjutnya, jika 

tidakada yang mengajukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, Pasal 

411KUHP melarang pemidanaan atas pelanggaran tersebut. Pengaduan 

dapatditarikkembalisepanjangperkaranyabelumdisidangkanolehpengadilan.

71 

Dengan demikian, untuk menjaga keutuhan ikatan perkawinan, 

zinadiharamkanberdasarkanPasal411KUHP.Zinatidakdapatdituntutselama

belum adahubungan suamiistri antarakeduabelahpihak. 

Laki-lakidanperempuanyangbukansuamiistriyangmasukkamar hotel 

atau tinggal bersama dalam satu rumah merupakan 

contohperilakuyanglebihdekatdenganperbuatanzinaitusendiridandapat 

 

 

 
 

71 
Eddyono, Supriyadi Widodo., Anggara, Wiryawan, Syahrial Martanto. 

(2015).MeninjauKebijakanKriminalisasidalamRKUHP2015.Jakarta:InstituteforCiminalJustic

eReform.  Halaman22. 
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digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya seseorang 

melakukanzina.72 

MenurutMunir,StakeholderAdatdiDesaLadangPanjang,Kecamatan 

Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Sungai Gelam, orangtua pelaku 

dalam hal ini mengetahui bahwa pelaku tinggal serumah 

danmembiarkananaknyamelakukanzina.WargaDesaLadangPanjang,Kecam

atanSungaiGelam,KabupatenMuaroJambimenilaiperbuatantersebut cukup 

menjijikan, dan mereka juga menilai perbuatan pelaku akanberdampak pada 

mereka. Untuk menghukum para pelanggar, 

masyarakatmengadakanacarabersihdesa. 

Ketika laki-laki dan perempuan yang belum menikah 

melakukanperzinahandalammasyarakatmereka,tanggapanmasyarakatbiasa

nyamelibatkanpenyerahan kasustersebut kepadakeluargapelanggar. 

MuhammadArdimengklaimbahwaketikaorangmengetahuibahwa 

perzinaan biasa dilakukan oleh orang yang tidak ada 

hubungannyadenganmerekadankadang-

kadangbahkanmenikah,masyarakatcenderungmengabaikannya.Ketikapend

uduksetempatmelakukanperzinahanbiasa, polisi dipanggil ketempat 

kejadian beberapakali.73 

 

 

 

72 
Hasil Wawancara dengan Bapak Munir, Pemangku Adat/Tuo Tengganai 

DesaLadang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 22 

Juni2023. 
73 

HasilWawancara  denganBapakMuhammad  Ardi,  Tokoh  Masyarakat/Tuo 

TengganaiDesaLadangPanjangKecamatanSungaiGelamKabupatenMuaroJambi,padatanggal22

Juni2023. 
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Warga Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, 

KabupatenMuaroJambi,AbdulRahman,menilaicarapenyelesaianzinalebihke

keluargaan dan meyakinkan mengingat ukuran desa yang kecil. 

Dalamhalini,perzinaandilakukanoleh dua 

orangyangbelummenikahsaatmereka sedang memutuskan untuk menikah 

atau tidak. Namun, jika 

keduapezinamenikah,suamipezinahbiasanyamenanganimasalahtersebutden

ganmengusirpezinadarikotadaripadamengadakandiskusitentanghal itu.74 

Zinayangterjadikarenacinta,kerelaankeduabelahpihak,pemuasan 

kebutuhan biologis, ekonomi, paksaan, atau ketiadaan iman. 

DiKabupatenMuaroJambi,peranhukumadatdalampenyelesaiankasusperzina

han lebih banyak ditunjukkan melalui penyelesaian adat di rumahkepala 

desa, balai adat, atau kantor balai desa. Pemukiman ini 

melibatkanpertemuandengannenekmamak.Metodedamaidankekeluargaand

igunakanuntukmenyelesaikankasus-kasusnon-perzinahan.Cara-

caratersebutdipengaruhiolehfaktorhukum,masyarakat,danpenegakanhukum

. Faktor masyarakat lebih penting karena masyarakat lebih memilihcara 

keluarga damai karena enggan menggunakan sistem hukum 

untukmenyelesaikan perselisihannya.75 

 

 

 
74 

HasilWawancaradenganBapakAbdulRahman,PemangkuAdat/CerdikPandaiDes

aLadangPanjangKecamatanSungaiGelamKabupatenMuaroJambi,padatanggal22Juni2023. 
75 

Hasil Wawancara dengan Bapak Datuk Amrullah, Ketua Lembaga Adat 

Melayu(LAM)KabupatenMuaroJambi, pada tanggal22Juni2023. 
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Sebagian besar kasus perzinaan, menurut Ketua LAM 

KabupatenMuaro Jambi, diselesaikan tanpa hukuman karena masyarakat 

tidak inginhukum tersebut dipublikasikan dan karena hukuman dalam 

hukum adatdipandanglebih ringan dibandingkan dengan hukum adat.76 

DiDesaLadangPanjang,KecamatanSungaiGelam,KabupatenMuaro 

Jambi, penyelesaian kasus perzinaan secara nonpidana dilakukan 

diluarpengadilan,yaitusesuaidenganadatyangmenitikberatkansanaksaudara

melalui musyawarah, mufakat, atau mediasi. 

Trenterbarudalamhukumpidanaadalahpenggunaanmediasiuntuk 

menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Ini memiliki konsekuensiuntuk 

penerapan awal komponen swasta ke bidang hukum publik. Prinsipdasar 

hukum positif di Indonesia adalah bahwa masalah pidana tidak 

dapatdiselesaikansecaraekstrayudisial,meskipuntidakselaludemikian.Namu

nkarenasifatpenegakanhukumdinegaraini,masalahpidanaseringkali 

diselesaikan di luar pengadilan atas kebijakan aparat 

penegakhukum,penjagaperdamaian, lembagaadat, dan pihak lainnya. 

Pasal411KitabUndang-UndangHukumPidana(KUHP)menjelaskan 

bahwa seorang laki-laki atau perempuan dianggap 

melakukantindakpidanazinajikamemenuhisyarat-

syarattertentu.Initermasukmelakukan hubungan seksual dengan wanita atau 

pria yang bukan 

suamiatauistrinya,memenuhipersyaratanPasal27BurgerlijkWetboekVoor 

76 
HasilWawancaradenganBapak
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Jambi,pada tanggal22juni2023. 
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Indonesia (BW), dan menikah. Padahal zina adalah pelanggaran berat 

yangdiancamhukuman maksimal sembilan bulan penjara. 

MenurutKitabUndang-UndangHukumPidana(KUHP),jikaperzinaan 

dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum menikah 

denganseorangperempuanyangbelummenikah,makaterdakwatidakdapatditu

ntut atas perbuatan tersebut. Satu-satunya definisi zina yang diberikanoleh 

KUHP adalah ketika orang yang sudah menikah melakukan 

hubunganseksualdengan orang yang bukan pasangannya. 

Permukiman adat di Kabupaten Muaro Jambi dilandasi oleh cita-cita 

bersama yang menjunjung tinggi keserasian dan keseimbangan 

dalamkehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan kasus adat (kejahatan 

adat)diperlukanproseskolaboratif sepertimusyawarahdanmufakat. 

“Merekayangmelakukanzinadikenakanhukumanyangberbeda-

bedaberdasarkanperilakunya.Orangyangmenikahyangmelakukanzinadihuk

um dengan harus membayar denda adat berupa cuci desa kepadamasyarakat 

kabupaten Muaro Jambi.77 

Pezinadikenakandenda,menurutTetuoAdatdanmasyarakat.Tujuanny

aadalahuntukmembersihkanmasyarakatdanmenempatkan para 

pelanggar pada posisi di mana mereka 

tidakdisarankanuntukmelakukankejahatanserupadimasadepan.“Unt

uk mengetahui banyaknya kesalahan yang dilakukan, majelisadat 

memutuskan untuk mencuci kampung dengan 

menggunakansapi,beras,selemak 

manis”Karenaperbuatanmerekadianggapmenodaikampung,”kataKe

tua 
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Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Muaro Jambi itu. 

Pascaputusan, Lembaga Adat Melayu (LAM) tinggal melihat kerja 

samapihaklaki-

lakigunamelunasikewajibanadat.yangtelahditempatkan 

terhadapnya. Laki-laki dan perempuan itu 

mengakuibahwamerekatelahmelakukanperselingkuhan.Sukadansuk

aadalahdasarpengakuannya.BaikakidahIslammaupunnormakehidup

anmasyarakattelahdilanggarolehpersekutuanini.Merekajanjinikahpi

sahdenganpasangansahmerekatetapmengikat merekaberdua.78 

Mayoritas masyarakat di Desa Ladang Panjang, Kecamatan 

SungaiGelam, Kabupaten Muaro Jambi, hanya memiliki pemahaman 

sepintas 

lalutentangtatacarapenangananperkarapidana,khususnyaperzinahan,karena

biasanyaditanganiolehtokohadatdalamkasusbaiklaki-

lakimaupunperempuanyangberzina,maupunperempuanyangberzinadengan 

laki-laki dalam keadaan masih terikat perkawinan menurut 

hukumyangberlaku. 

B. Dampak Bagi Masyarakat dalam Penyelesaian Kasus PerzinahanMelalui 

Jalur Non Penal di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai 

GelamKabupatenMuaro Jambi Kabupaten MuaroJambi 

 

DampakbagimasyarakatdalampenyelesaiankasusPerzinahan melalui 

jalur non penal di Desa Ladang Panjang 

KecamatanSungaiGelamKabupatenMuaroJambidirasakanberbagaielemen

masyarakatdiantaranyasebagai berikut: 

a. BagiPelakuPerzinahan 

 

Dampakbagipelakuperzinahandalampenyelesaiankasusnyamelal
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uijalurnonpenaldiluarpengadilanyaitupenyelesaian 
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secara non penal sesungguhnya memberikan keringanan hukum 

jikapenyelesaiannya hanya sampai pada musyawarah mufakat bagi 

keduabelahpihakyangmelakukanperzinahan.Selainuntukmempromosik

ankeharmonisandalamhubunganseseorangdenganoranglain, 

tujuannyaadalah untuk mengakhiri dendam. 

Penyelesaianmelaluimusyawarahmufakatyangkebanyakanselesai 

di tahap ini, dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepadapelaku 

perzinahan. Pelaku zina akan meremehkan penyelesaian 

kasussecaraadatyangdapatmelemahkanmarwahhukumadat,karenadenga

n cukup melalui musyawarah dan mufakat maka 

terselesaikanmasalahperzinahan. 

Tetapijikapenyelesaiannyasampaikepadatahapkerapatandesa, 

peneliti berkeyakinan bahwa pelaku zina akan mendapatkan 

efekjerakarenasanksiyangditerimacukupberatyaitumenggantikehilanga

nasetberwujuddantidakberwujud.Bentuksosialdaripembalasan 

direpresentasikan dengan melakukan pengorbanan 

hewanuntukmembersihkanmasyarakatdarinodayangditinggalkanolehpe

langgarankonvensi,tetapibentuknonmateriberupaekspresipenyesalanda

npermintaanmaafkepadaorangyangtelahdisakiti.Membayaruangkepada

korbanataukeluarganya,sertamemberikompensasi atas rasa malu dan 

ucapan selamat mereka, adalah metodekompensasiatas pelanggaran 

materi. 
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Hukuman adat bagi pezinah yang sudah menikah adalah 

satuekor sapi, lima puluh butir kelapa, seratus gantang beras dan 

selemak manis. Jika pezina sudah menikah, diaharus mengajukan 

gugatan cerai. Jika belum menikah sanksinya hanya berupa mencuci 

kampung, satu kambing, duapuluhgantang beras, duapuluhkelapa, dan 

selemak manis. 

Selanjutnya, jika pihak yang salah diberi tenggang waktu 

tigabulan untuk melaksanakan keputusan setelah lembaga adat 

mengambilkeputusan, maka mereka akan didenda dua kali lipat dari 

hukumansebelumnya.Prosespengambilankeputusanadatmelibatkanpen

ggunaankertasbermeterai,jugadikenalsebagai"SuratSetih,"yang disalin 

oleh Bupati, polisi setempat, kepala desa, camat, keluarga,danpihak 

terkait lainnya. 

b. BagiKeluargaPelaku 

 

Ketikaterjadiperzinahan,makakeluargayangbersangkutanjuga 

turut mendapatkan reaksi adat akibat dari pelanggaran adat 

yangdilakukanolehpelakuperzinahanyaitumembayargantikerugianmate

rialdan immaterial. 

Kesalahan besar atau kesalahan besar diartikan sebagai 

perbuatanyang mengakibatkan suatu kejahatan yang menimbulkan 

kerugian 

danmengganggukeseimbanganmasyarakathukumadatsecarakeseluruha

n,sepertiperzinaan.Kesalahankecilataukesalahankecil 
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diartikan sebagai perbuatan yang hanya menimbulkan kerugian 

bagisatuorang atau beberapa orang (keluarga ataukerabat). 

Karena beratnya masalah ini, pelanggar adat seperti pezinahtelah 

mengganggu keseimbangan yang rapuh dalam masyarakat, 

danpartisipasikeluargamembantu memulihkannya. 

Secarahukumbagikeluargapelakutidakberdampaksecarasignifika

n, namun berdampak secara mental dan materi, secara 

mentaldapatmembunuhkarakter,martabatkeluargadanmemberimalukelu

arga. Namun secara materi yaitu mengeluarkan uang banyak 

untukmembayarganti kerugianadat. 

c. BagiMasyarakat 

 

Masyarakatbiasanyaakanmenyerahkankasuszinakepadakeluarga 

yang bersangkutan atau pemangku adat jika menyangkut laki-laki dan 

perempuan yang belum menikah atau yang sudah 

menikahtetapimelakukan zina dilingkungannya. 

Masyarakathanyamemintapermintaanmaafdaripelaku,membayar 

denda, bersumpah tidak akan mengulangi perbuatannya 

lagidanmelakukanacarapencuciankampungagartidakterjadisuatubencan

a. 

d. BagiPemangkuAdat 

 

Penyelesaiankasusperzinahanmelaluijalurnonpenalyangdilakuka

n diluar pengadilan secara hukum adat, 

menunjukkanakanadanyamarwahdaneksistensilembagaadatdalamkehid

upan 
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masyarakat yang sesuai dengan hukum adat menyelesaikan 

berbagaipersoalan sosial di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai 

Gelam,danKabupatenMuaroJambi.BukanberartiwargaSungaiGelamme

nolakperadilanpidana;sebaliknya,merekamenghargaikekeluargaan dan 

keharmonisan di atas segalanya untuk hidup damaidanharmonis satu 

samalain dan tanpakebencian. 

TerpeliharanyahukumadatpadamasyarakatSungaiGelamyangme

muatnormadanstandaryangharusdipatuhimemberikandampak hukum 

bagi lembaga adat dalam menangani kasus perzinaanmelaluijalurnon 

penal. 
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BAB 

VPENUT

UP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan dan 

pembahasandiatas,kesimpulanberikutdapat dibuat dalam bab penutup ini: 

1. Tidak ada proses hukum dalam penyelesaian kasus perzinahan 

ini;pelaku meminta maaf kepada warga Desa Ladang 

Panjang,KecamatanSungaiGelam,KabupatenMuaroJambi,danSungai

Gelam, serta kepada pihak-pihak yang merasa 

dirugikan.Pelakumentaati aturan adat dengan membayar denda dan 

juga melakukanacarapencucian kampung. 

2. Masyarakat telah sepakat melakukan penyelesaian diluar 

pengadilandan sangat mengedepankan kekeluargaan melalui 

musyawarah danmufakat.Masyarakat inilah yang enggan 

menyelesaikan perkara ini melaluisistemhukum,sehingga memilih 

upaya damai kekeluargaan 

B. Saran-saran 

Sebagai bahan masukan penulis memberikan sejumlahsaran di sini, 

antara lain : 

1. ProsesPenyelesaiankasusperzinahaninisebaiknyadiadukankepada 

pihak yang berwenang atau kepolisian. Karena 

Penyelesaiandiluarpengadilaninidikhawatirkantidakmemberikanefekj
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kepadapelakuperzinahan.Pelakuzinaakanmeremehkanpenyelesaian 

kasus secara hukum adat, karena dengan cukup 

melaluimusyawarahdan mufakat makamasalah terselesaikan. 

2. Agar kasus perzinahan tidak terulang lagi, masyarakat umum 

perludisadarkanakanperanpentingpendidikan,agama, dan konseling 

dalam memperkuat keyakinan manusia dankemampuanuntuk 

memilihjalan kebaikan dankebenaran. 
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